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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUANG LINGKUP PENGELOLAAN
PENJAMINAN PEMERINTAH OLEH BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan
Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), PP 35 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 72) sebagaimana telah diubah
dengan PP 55 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 224), Perpres 78 Tahun 2010, Perpres
57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun
2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penjaminan BUPI dimaksudkan untuk mengoptimalisasi peran BUPI sebagai instrumen
fiskal Pemerintah dalam menyediakan Penjaminan Pemerintah sebagai bagian dari
pelaksanaan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko fiskal untuk mendukung
penyediaan infrastruktur, perekonomian nasional, dan pembiayaan di bidang lainnya
selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah. Penjaminan BUPI
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan
kelayakan: kredit pihak Terjamin; proyek infrastruktur untuk kepentingan umum;
dan/atau pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur, untuk mendorong
perekonomian nasional. BUPI memberikan Penjarninan Pemerintah di bidang
infrastruktur clan Penjarninan Pemerintah di bidang lainnya selain infrastruktur sesuai
penugasan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUPI
memberikan penjarninan dengan memperhatikan tata kelola yang baik clan kapasitas
Penjarninan BUPI. BUPI melaksanakan tata kelola penjaminan untuk menjaga
kredibilitas Penjaminan BUPI. BUPI melakukan penempatan kekayaan dalam bentuk
investasi dengan tujuan untuk menambah kekayaan BUPI.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
95/PMK.05/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan
Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan diundangkan
pada tanggal 20 Oktober 2022.



